WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

INVESTASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK.,
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR, PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN, DAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Pasuruan telah
melakukan investasi pada PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Timur, Tbk., PT. Bank Perkreditan
Rakyat Jawa Timur, PT. Bank Perkreditan Rakyat
Kota Pasuruan, dan Perusahaan Daerah Air
Minum Kota Pasuruan;

b. bahwa guna memberikan landasan hukum
terhadap investasi Pemerintah Kota Pasuruan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
dibentuk Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Investasi
Pemerintah Kota Pasuruan pada PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT. Bank
Perkreditan Rakyat Jawa Timur, PT. Bank
Perkreditan @ Rakyat Kota  Pasuruan, dan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan;

Mengingat ...



Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2387);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang ...



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang  Pengelolaan Uang  Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5261);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar  Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan ...



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan
Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa
Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi
Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan
Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat [ Jawa Timur Tahun 1999 Nomor
4 Seri D);

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10
Tahun 2000 tentang Penggabungan dan
Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha
Rakyat Kecil Jawa Timur menjadi Perseroan
Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur
(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6
Seri D);

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pasuruan Nomor 2 Tahun 1982 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Tahun
1982 Nomor 4 Seri B);

21. Peraturan ...



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21
Tahun 2002 tentang Perseroan Terbatas Bank
Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 7 Seri
E);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16
Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air
Minum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2003 Nomor 02 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4
Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Investasi Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006
Nomor 03 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17
Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05
Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 04);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);

28. Peraturan ...



28.

29.

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun
2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2011 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02
Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan
Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

DAN
WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI
PEMERINTAH KOTA PASURUAN PADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK., PT.
BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR, PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN, DAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PASURUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Kota adalah Kota Pasuruan.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota
Pasuruan.

3. Investasi ...



10.

(1)

(2)

Investasi Pemerintah Kota adalah penempatan
sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh
Pemerintah Kota dalam jangka panjang untuk
investasi pembelian surat berharga dan investasi
langsung, yang mampu mengembalikan nilai
pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial,
dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu
tertentu.

Surat Berharga adalah saham dan surat utang.

Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/
atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Kota
untuk membiayai kegiatan usaha.

Penyertaan modal dalam bentuk uang adalah
bentuk investasi Pemerintah Kota pada Badan
Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

Penyertaan modal dalam bentuk barang adalah
pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang
semula merupakan kekayaan yang tidak
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan
untuk diperhitungkan sebagai modal/saham
daerah pada badan usaha milik daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

Kas Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota
Pasuruan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Investasi Pemerintah Kota dimaksudkan untuk
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau
manfaat lainnya.

Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. keuntungan ...



keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka
waktu  tertentu berupa deviden dan
pertumbuhan nilai Perusahaan  yang
mendapatkan investasi Pemerintah Kota;

peningkatan berupa jasa dan keuntungan
bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu;

peningkatan penerimaan daerah dalam
jangka waktu tertentu sebagai akibat
langsung dari investasi yang bersangkutan;

peningkatan  penyerapan tenaga = kerja
sejumlah tertentu dalam jangka waktu
tertentu sebagai akibat langsung dari
investasi yang bersangkutan; dan/atau

peningkatan kesejahteraan masyarakat
sebagai akibat dari investasi Pemerintah
Kota.

Pasal 3

Investasi Pemerintah Kota bertujuan untuk:

a.

Jenis

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan
perekonomian daerah;

meningkatkan pendapatan daerah; dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

JENIS DAN PELAKSANAAN INVESTASI

Pasal 4

Investasi Pemerintah Kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

a.

b.

Investasi Surat Berharga; dan

Investasi Langsung, berupa:

Penyertaan Modal dalam bentuk uang; dan

Penyertaan Modal dalam bentuk barang.

Bagian ...



Bagian Kesatu

Investasi Surat Berharga

Pasal 5

Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a berupa pembelian saham pada
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT.
Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, dan PT. Bank
Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan.

Pasal 6

Pembelian saham pada PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Timur, Tbk. sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, dengan nilai Rp 25.018.941.750,00
(dua puluh lima milyar delapan belas juta sembilan
ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh
rupiah), meliputi:

a. Surat Kolektif Saham sejumlah 7.046 (tujuh ribu
empat puluh enam) lembar, dengan nilai Rp
7.046.000.000,00 (tujuh milyar empat puluh
enam juta rupiah), pada tahun anggaran 2009;

b. Surat Kolektif Saham sejumlah 7.500 (tujuh ribu
lima  ratus) lembar, dengan nilai Rp
7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta
rupiah), pada tahun anggaran 2012; dan

c. Surat Kolektif Saham yang merupakan Cadangan
Umum yang dikonversi menjadi Saham sejumlah
41.891.767 (empat puluh satu juta delapan ratus
sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh
tujuh) lembar dengan nilai Rp 10.472.941.750,00
(sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta
sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus
lima puluh rupiah), pada tahun anggaran 2012.

Pasal 7 ...
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Pasal 7

Pembelian saham pada PT. Bank Perkreditan Rakyat
Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
dengan nilai Rp 3.268.600.000,00 (tiga milyar dua
ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu
rupiah), meliputi:

a.

Surat Kolektif Saham sejumlah 2.500 (dua ribu
lima  ratus) lembar, dengan nilai Rp
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah), pada tahun anggaran 2004;

Surat Kolektif Saham sejumlah 2.250 (dua ribu
dua ratus lima puluh) lembar, dengan nilai Rp
225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta
rupiah), pada tahun anggaran 2005;

Surat Kolektif Saham sejumlah 10.000 (sepuluh
ribu) lembar, dengan nilai Rp 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah), pada tahun anggaran 2006;

Surat Kolektif Saham sejumlah 5.000 (lima ribu)
lembar, dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah), pada tahun anggaran 2007;

Surat Kolektif Saham sejumlah 10.000 (sepuluh
ribu) lembar, dengan nilai Rp 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah), pada tahun anggaran 2007;

Surat Kolektif Saham sejumlah 936 (sembilan
ratus tiga puluh enam) lembar, dengan nilai Rp
93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam
ratus ribu rupiah), pada tahun anggaran 2009;
dan

Surat Kolektif Saham sejumlah 2.000 (dua ribu)
lembar, dengan nilai Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah), pada tahun anggaran 2009.

Pasal 8

Pembelian saham pada PT. Bank Perkreditan Rakyat
Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
dengan nilai Rp 11.120.000.000,00 (sebelas milyar
seratus dua puluh juta rupiah), meliputi:

a. Modal ...
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modal dasar, sejumlah Rp 4.000.000.000,00
(empat milyar rupiah), pada tahun anggaran 2002;

Surat Kolektif Saham sejumlah 396 (tiga ratus
sembilan puluh enam) lembar, dengan nilai Rp
990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh
juta rupiah), pada tahun anggaran 2007;

Surat Kolektif Saham sejumlah 100 (seratus)
lembar, dengan nilai Rp 250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah), pada tahun
anggaran 2007;

Surat Kolektif Saham sejumlah 200 (dua ratus)
lembar, dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah), pada tahun anggaran 2007;

Surat Kolektif Saham sejumlah 200 (dua ratus)
lembar, dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah), pada tahun anggaran 2007;

Surat Kolektif Saham sejumlah 200 (dua ratus)
lembar, dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah), pada tahun anggaran 2007;

Surat Kolektif Saham sejumlah 200 (dua ratus)
lembar, dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah), pada tahun anggaran 2007;

Surat Kolektif Saham sejumlah 72 (tujuh puluh
dua) lembar dengan nilai Rp 180.000.000,00
(seratus delapan puluh juta rupiah), pada tahun
anggaran 2007;

Surat Kolektif Saham sejumlah 880 (delapan ratus
delapan puluh) lembar, dengan nilai Rp
2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta
rupiah), pada tahun anggaran 2009; dan

Surat Kolektif Saham sejumlah 400 (empat ratus)
lembar dengan nilai Rp 1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah), pada tahun anggaran 2010.

Bagian ...
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Bagian Kedua

Investasi Langsung

Pasal 9

Investasi Langsung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b berupa penyertaan modal pada
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan dengan
nilai Rp 21.132.486.009,33 (dua puluh satu milyar
seratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh
enam ribu sembilan rupiah tiga puluh tiga sen),
meliputi:

a.

modal awal, sejumlah Rp 661.444.841,00 (enam
ratus enam puluh satu juta empat ratus empat
puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu
rupiah), pada tahun anggaran 1983;

perluasan jaringan pipa tersier, sejumlah Rp
340.464.000,00 (tiga ratus empat puluh juta
empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), pada
tahun anggaran 2000;

penggantian jaringan pipa distribusi, sejumlah Rp
541.521.800,00 (lima ratus empat puluh satu juta
lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus
rupiah), pada tahun anggaran 2001;

pengadaan dan pemasangan pipa lingkungan
Terminal Blandongan, sejumlah Rp
913.808.600,00 (sembilan ratus tiga belas juta
delapan ratus delapan ribu enam ratus rupiah),
pada tahun anggaran 2001;

penyertaan modal, sejumlah Rp 1.505.232.000,00
(satu milyar lima ratus lima juta dua ratus tiga
puluh dua juta rupiah), pada tahun anggaran
2002;

pendampingan manajemen, sejumlah Rp
226.666.666,00 (dua ratus dua puluh enam juta
enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus
enam puluh enam rupiah), pada tahun anggaran
2003;

g. penyertaan ...
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penyertaan modal, sejumlah Rp 3.500.000.000,00
(tiga milyar lima ratus juta rupiah), pada tahun
anggaran 2003

pendampingan manajemen, sejumlah Rp
113.333.000,00 (seratus tiga belas juta tiga ratus
tiga puluh tiga ribu rupiah), pada tahun anggaran
2004;

pembangunan sarana air bersih/sharing program,
sejumlah Rp 332.645.050,00 (tiga ratus tiga puluh
dua juta enam ratus empat puluh lima ribu lima
puluh rupiah), pada tahun anggaran 2005;

pembangunan sarana air bersih/sharing program,
sejumlah Rp 1.052.625.000,00 (satu milyar lima
puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu
rupiah), pada tahun anggaran 2006;

lanjutan pembangunan pipa distribusi air minum,
sejumlah Rp 130.575.000,00 (seratus tiga puluh
juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
pada tahun anggaran 2006;

pengembangan sistem distribusi air minum,
sejumlah Rp 1.563.263.783,33 (satu milyar lima
ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh
tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah
tiga puluh tiga sen), pada tahun anggaran 2007;

penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
bagi masyarakat miskin, sejumlah Rp
1.680.908.919,00 (satu milyar enam ratus
delapan puluh juta sembilan ratus delapan ribu
sembilan ratus sembilan belas rupiah), pada
tahun anggaran 2008;

pengembangan sistem distribusi air minum,
sejumlah Rp 1.041.817.000,00 (satu milyar empat
puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu
rupiah), pada tahun 2008;

pengembangan sistem distribusi air minum,
sejumlah Rp 1.987.673.100,00 (satu milyar
sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam
ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), pada
tahun 2010;

p. penyertaan ...
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p. penyertaan modal, sejumlah Rp 4.000.000.000,00
(empat milyar rupiah), pada tahun anggaran 2010;

q.- peningkatan jaringan air minum (Dana Alokasi
Khusus Tahun Anggaran 2011), sejumlah Rp
545.301.550,00 (lima ratus empat puluh lima juta
tiga ratus satu ribu lima ratus lima puluh rupiah),
pada tahun anggaran 2012;

r. pengembangan jaringan distribusi pipa air minum
(Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011),
sejumlah Rp 345.392.000,00 (tiga ratus empat
puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua
ribu rupiah), pada tahun anggaran 2012;

s. pengembangan jaringan distribusi pipa air minum
(Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012),
sejumlah Rp 291.838.750,00 (dua ratus sembilan
puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan
ribu tjuh ratus lima puluh rupiah), pada tahun
anggaran 2013;

t. peningkatan jaringan air minum (Dana Alokasi
Khusus Tahun Anggaran 2013), sejumlah Rp
357.974.950,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta
sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan
ratus lima puluh rupiah), pada tahun anggaran
2014; dan

u. pengembangan jaringan pipa distribusi air minum
(Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014),
sejumlah Rp 1.042.826.000,00 (satu milyar empat
puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam
ribu rupiah), pada tahun anggaran 2015.

BAB IV
SUMBER ANGGARAN

Pasal 10

Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BABV ...
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BAB V
HASIL INVESTASI

Pasal 11

Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
menjadi hak Pemerintah Kota sepenuhnya yang masuk
pada Kas Daerah dan dicatat sebagai penerimaan
pendapatan asli daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 2 Tahun 1982
tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Kotamadya  Daerah  Tingkat II = Pasuruan
(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pasuruan Tahun 1982 Nomor 4 Seri B);

Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor
21 Tahun 2002 tentang Perseroan Terbatas Bank
Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 7 Seri
E);

Pasal 4 huruf a Peraturan Daerah Kota Pasuruan
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2009
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Nomor 10);

Pasal 4 huruf a Peraturan Daerah Kota Pasuruan
Nomor 05 Tahun 2010 tentang Investasi
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010
Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Nomor 04);

e. Peraturan ...
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e. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 36
Tahun 2011 tentang Investasi Daerah pada PT.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Nomor 04),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 November 2016

WALIKOTA PASURUAN,
ttd.
SETIYONO
Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,
ttd.

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 454-18/2015
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

INVESTASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK.,
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR, PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN, DAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KOTA PASURUAN

UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian, pendapatan asli daerah, dan
kesejahteraan masyarakat, diperlukan penguatan modal melalui
investasi Pemerintah Kota Pasuruan pada PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Timur, Tbk., PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa
Timur, PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan, dan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/
daerah/swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Investasi Pemerintah Kota Pasuruan pada PT.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT. Bank
Perkreditan Rakyat Jawa Timur, PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota
Pasuruan, dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 ...



- 18 -

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 12



